
 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  27                                                                                         TAHUN 2016 

    

 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

  NOMOR  27   TAHUN  2016 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 12 Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048); 



 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21  Tahun 1997 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47,  Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5,  Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

8. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah         

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);   

11. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 



 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

16. Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 



 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693). 

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 

2015 Nomor 6); 



 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015, terdiri atas: 

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1,372,661,567,125.26            

b. Dana Perimbangan Rp. 2,074,191,565,778.00            

c. lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 1,732,499,000.00                   

Jumlah Pendapatan Rp. 3,448,585,631,903.26         

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai Rp. 564,302,754,376.00               

2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 545,089,419,850.28               

3 Belanja Subsidi Rp. -                                         

4 Belanja Hibah Rp. 938,665,195,200.50               

5 Belanja Bantuan Sosial Rp. 31,818,366,500.00                 

6 Belanja Bagi Hasil Rp. 435,441,045,994.50               

7 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 12,762,277,857.92                 

8 Belanja Tidak Terduga Rp. 2,240,532,500.00                   

Rp. 2,530,319,592,279.20         

b. Belanja Langsung  

1 Belanja Tanah Rp. -                                         

2 Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 85,838,589,178.00                 

3 Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 319,370,839,896.00               

4 Belanja Jalan, Irigasi dan JaringanRp. 428,158,824,575.00               

5 Belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 1,215,825,500.00                   

6 Belanja Aset Lainnya Rp. -                                         

Rp. 834,584,079,149.00            

Jumlah Belanja Rp. 3,364,903,671,428.20         

Surplus/(Defisit) Rp. 83,681,960,475.06              

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 198,747,834,968.69               

b. Pengeluaran Rp. 85,675,203,000.00                 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 113,072,631,968.69            

Rp. 196,754,592,443.75            

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ 

SILPA Tahun Berkenaan

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari  Peraturan Gubernur ini. 

 



 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

 Ditetapkan di Mataram 

 pada tanggal 11 Agustus 2016                                             

 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

 ttd 

 

                                       H. M. ZAINUL MAJDI 

 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 11 Agustus 2016  

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

                             ttd 

 

      H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR l       

S Salinan sesuai dengan aslinya 

     Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

      M. AGUS PATRIA 

    NIP. 19610801 198710 1 002 

EKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

                 



 

          H. MUHAMMAD  NUR 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR  

 

 

   

  


